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KATA PENGANTAR

Dalam rangka menunjang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor
108 tahun 2000, tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka
secara normatif perlu segera disusun Rencana Strategis (Renstra) sampai
dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Lumajang melalui mekanisme yang
telah ditetapkan dalam periode tahun 2018 — 2023.

Maksud dan tujuan Rencana Strategis Periode tahun 2018 — 2023 ini
disusun oleh suatu unit kerja pada Instansi Pemerintah guna memberikan
gambaran yang jelas dengan mencakup tentang visi, misi, strategi mencapai
tujuan dan sasaran serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya.

Kami sadar bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih belum
dapat memenuhi harapan, maka kritik, saran dan perbaikan selalu kami

harapkan demi penyempurnaan substansi dari pada Renstra.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepa pihak-pihak yang terkait

baik langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyelesainnya.

Lumajang, April 2019
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABLLE’ATEN LUMAJANG

NIP . 19690703 199602 2 002



1.1

1.2.

BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Meningkatnya perekonomian daerah dan kesejahteraan
masyarakat secara merata merupakan harapan yang ingin
diwujudkan oleh setiap daerah tidak terkecuali Kabupaten
Lumajang. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi
daerah merupakan salah satu pedorong guna terwujudnya harapan
tersebut. Seiring peningkatan perekonomian daerah dan
kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula pemanfaatan
sumber daya alam yang mengakibatkan tekanan terhadap
lingkungan hidup semakin tinggi.

Oleh karenanya perlu keserasian antara peningkatan
perekonomian dengan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup
melalui konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang
berorietasi pada pemenuhan kebutuhan manusia dengan tetap

memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Keberadaan kebijakan, rencana dan program yang
diimplemetasikan melalui penetapan rencana strategis mutlak

diperlukan untuk mendukung terpeliharanya fungsi lingkungan hidup.

LANDASAN HUKUM
Rencana Strategis tahun 2018 — 2023 mempunyai landasan
hukum sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;



1.3.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban kepala Daerah ;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2018 - 2023;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
MAKSUD DAN TUJUAN

Perencanaan  Strategis adalah  merupakan  produk
perencanaan melalui langkah-langkah rumusan strategis guna
mencapai hasil yang hendak diwujudkan dalam kurun tertentu yakni
tahapan-tahapan 1 - 5 tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau Rencana Strategis (Renstra)
harus mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program
dan selanjutnya dijabarkan pada kegiatan-kegiatan. Agar program-
program menjadi skala prioritas dan bukan skala kebutuhan, maka
cara merumuskannya harus didahului dengan Analisa Lingkungan
Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal yang mencakup Strength
(Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunites (peluang)
dan Threat (Tantangan/Kendala).

Maksud dari penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra)
tahun 2018 — 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
di Kabupaten Lumajang khususnya Bidang Lingkungan Hidup

Tujuannya adalah dapat memberikan arah dan pedoman
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang lingkungan
hidup bagi seluruh masyarakat serta meningkatkan pemanfaatan
SDA untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan terciptanya
kondisi lingkungan yang bersih, indah, teduh dan nyaman yang

berwawasan lingkungan.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

mempunyai Sistematika Penulisan sebagai berikut :

1. Bab I, Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :
1.1. Latar Belakang penyusunan Renstra
1.2.Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
2. Bab Il, Gambaran Pelayanan PD, yang terdiri dari beberapa sub
bab, yaitu :
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
2.2.Sumber Daya PD
2.3.Kinerja Pelayanan PD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
3. Bab lll, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis PD
3.1. Indektifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PD
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur
3.4.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV, Tujuan dan sasaran
Bab V, Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI, Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab VII, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan LH
Bab, VIII, Penutup

Lampiran-lampiran

© © N o o b



BAB I
GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;

Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup ;

a > LN

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana
tersebut diatas akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung
dengan organisasi dan Tata Kerja yang memadai dan mampu
mengikuti tantangan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup.
Oleh karenanya berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, susunan
organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagimana berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta

Masyarakat
d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup



2.2.

@

Bidang Pengelolaan Sampah

—

Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
UPT Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional

= «Q

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang membawabhi :
a. Sekretariat,
- Sub Bagian Penyusunan Program
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
b. Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta
Masyarakat, membawabhi :
- Seksi Pelestarian Lingkungan ;
- Seksi Peran Serta Masyarakat;
- Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan.
c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, membawahi :
- Seksi Tata Lingkungan ;
- Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ;
- Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan.
b. Bidang Pengelolaan Sampah, membawabhi :
- Seksi Penanganan Sampah ;
- Seksi Pengurangan Sampah ;
- Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan.
d. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, membawahi :
- Seksi Pertamanan;
- Seksi Penghijauan Jalur Hljau;

- Seksi Pembibitan Tanaman.

SUMBER DAYA PD

Dalam kegiatan pembangunan, Sumber Daya Manusia (SDM)

merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang keberhasilan



pelaksanaannya. Kualifikasi untuk menetapkan komposisi kebutuhan

SDM di suatu organisasi adalah ditentukan berdasarkan faktor, antara

lain :

a. Tugas dan fungsi organisasi

b. Kompetensi, beban kerja yang diteapkan

c. lIsu-isu dan permasalahan strategis yang berkembang, serta

kebutuhan pasar (eksternal organisasi)

d. Arah kebijakan dan program prioritas organisasi

e. Kemampuan dan dukungan anggaran
ketersediaan personil

Apabila mengacu pada faktor-faktor tersebut,

SDM Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2018 mengalami

perubahan baik jumlah PNS maupun tenaga kontrak, hal ini dengan

adanya penambahan PNS dan tenaga kontrak pada periode tahun

2018. Sehingga jumlah pegawai sampai saat ini sebanyak 412 orang,

terdiri dari PNS : 285 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 150 orang

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Pendidikan

PENDIDIKAN AKHIR

NO| GOL | JML | S2 | S1 | D3 |SLTA|SLTP | SD KET.

1 v 7 5 2

2 Il 14 10| 2 2

3 Il 55 7 17

4 I 285 | 209 160 | 42

JUMLAH 285 5 12| 2 49 177 | 420
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2018.
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap

BIDANG JUMLAH

- | Sekretariat 6 | Orang
- Bidang Pengelolaan Persampahan 85 | Orang
- | Bidang Pengelolaan RTH 49 | Orang




BIDANG JUMLAH
- | Bidang Pengendalian Pencemaran 6 | Orang
dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- | Bidang Pemantauan Lingkungan 5 | Orang
Hidup dan Peran Serta Masyarakat

Tabel 2.3. SDM berdasarkan bidang tugasnya (PNS & PTT)

BIDANG JUMLAH
- | Sekretariat 20 | Orang
- Bidang Pengelolaan Persampahan 299 | Orang
- | Bidang Pengelolaan RTH 77 | Orang
- | Bidang Pengendalian Pencemaran 33 | Orang
dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- | Bidang Pemantauan Lingkungan 27 | Orang
Hidup dan Peran Serta Masyarakat
- | Pejabat Fungsional - | Orang

Tabel 2.4. SDM DLH Lumajang berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tk. Pendidikan Bidang
Sekretariat | PLHPSM | PPKLH PS RTH

S2 1 1 1 - 1
S1/D4 4 23 8 16 11
D3 - - 1 5
D1/SMA 10 3 - 158 28
SMP 4 - 2 49 23
SD 1 - 22 75 9

Dengan semakin meningkatnya permasalahan lingkungan hidup
akibat dampak peningkatan populasi manusia dan kegiatan

pembangunan baik yang berupa industrialisasi maupun kegiatan

pembangunan infrastuktur, jika dikorelasikan dengan jumlah dan
kompetensi SDM DLH Kabupaten Lumajang maka diperlukan
tambahan SDM yang menduduki jabatan fungsional seperti Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
(PPLH), Pengendali Dampak Lingkungan.

Sementara itu, dengan adanya landasan hukum perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undangan undangan



Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dapat dilakukan rekomendasi dan pengembangan
kapasitas bagi SDM DLH Kabupaten Lumajang dengan mengikutkan
diklat jabatan fungsional diatas dan merekomendasikan sebagai
pejabat fungsional bidang lingkungan hidup.

Sumber Daya anggaran merupakan hal penting disamping SDM
dalam pelaksanaan urusan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun
sumber daya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.5. Belanja Daerah DLH Kabupaten Lumajang TA. 2013-2018

URAIAN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Belanja Tidak
Langsung

12.651.213.583

13.707.117.886

13.607.764.778

14.418.264.917

4.178.498.002

14.557.647.615

Belanja Langsung

20.912.209.475

27.872.816.350

43.530.334.800

52.801.932.872

25.763.674.910

18.351.404.000

- Rutin

338.665.000

695.856.000

649.497.000

800.614.000

984.420.000

883.355.000

- Pembangunan

20.573.544.475

27.176.960.350

43.465.385.100

52.001.318.872

24.779.254.910

17.468.049.000

Belanja Daerah

33.563.423.058

41.579.934.236

57.138.099.578

67.220.197.789

29.942.172.912

32.909.051.615

Berdasarkan tren dukungan anggaran yang dikelola DLH Kabupaten
Lumajang TA. 2013-2018, tampak penurunan anggaran pada tahun
2017 dan 2018 dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan
adanya perubahan tugas pokok dan fungsi DLH dengan dilepasnya
tugas pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) kepada Dinas
Perhubungan. Sedangkan apabila dikorelasikan dengan perkembangan
permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, anggaran yang
diperoleh masih belum memadai.

Selain keberadaan SDM dan Sumber daya anggaran, ketersedia
sarana dan prasarana yang memadai sangat menunjang kelancaran
pelaksanaan kegiatan baik dilapangan maupun kegiatan administrasi
kantor.

Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas

dimaksud, adalah sebagai berikut :



Tabel 2.6. Sarana dan Prasarana

NO NAMA ASSET SATUAN JUMLAH KONDISI
BAIK/ | RUSAK/
KOSONG | PENUH
] Gedung Kantor unit 1 1
2 Laboratorium lingkungan unit 1 1
3 Workshop unit 1 1
4 Gudang unit 1 1
S | 1PST unit ] ]
6 Lahan Pembibitan unit 1 1
7 Tempat Pembuangan
Sampah Sementara (TPS) unit 34
8 Tempat Pembuangan
Sampah Akhir Ha 3.8 3.8
Kecamatan Sumbersuko Ha 3 3
Kecamatan Yosowilangun Ha 0,52 0,52
Kecamatan Ranuyoso Ha 0,68 0,68
? | Gerobak sampah unit 138 123 15
10| Becak sampah unit 142 90 52
1 Dump Truck unit 12 9 3
12 Truk Terbuka unit 2 1 1
13| Truk Tangki unit 2 ] ]
14| Pick Up unit 3
15 Amroll Truck unit 1
16| Container unit 49 25 24
17 Bulldozer unit 1 1 -
18 Mobil PJU/ Tower Crane unit 2 2
19 Kendaraan Operasional
roda 4 unit 4 4
20 | Kendaraan Operasional
roda 2 unit 51 3 8
21 Kendaraan Operasional
roda 3 unit 22 19 3
22 Komputer unit 25 18 7
23 Telepon unit 1 1
24 Mesin Pompa unit 12 10
25 Mesin Potong Rumput unit 31 17 14
26 Gergaiji Mesin unit 11
27 Laptop unit 23 14 9

Sumber : Inventarisasi Barang, Dinas Lingkungan Hidup 2018




2.3. KINERJA PELAYANAN PD

Pembangunan dikatakan baik apabila pembangunan yang
dilakukan saat ini tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan
datang. Paradigma ini dikenal dengan istilah pembangunan yang

berkelanjutan.

Economicallyi

Feasible

Sustainable

Development -
‘ 'Soc"ially

Environmentally

Acceptable _~ Sustainable

Gambar 2.3.1

Pengertian pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam

beberapa literatur adalah suatu proses pembangunan yang berprinsip
‘memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan
kebutuhan generasi yang akan datang yang menitik beratkan pada 3
(tiga) aspek yaitu :
1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Kesejahteraan sosial; dan
3. Daya dukung lingkungan

Sesuai tugas dan fungi Dinas Lingkungan hidup sebagai

kepanjang tanganan Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup untuk

merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan dan
pengelolaan guna keberlanjutan lingkungan hidup dengan tetap dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
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Oleh karenanya Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
telah menerbitkan tolok ukur untuk mengetahui kondisi lingkungan yaitu
melalui pengukuran indeks kualiltas lingkungna hidup (IKLH). IKLH
berguna untuk memberikan informasi kepada para pengambil
keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat
nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, IKLH juga
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pemcapain
target program-program pemerintah dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan dalam
perhitungan IKLH anatara lain Kualitas air, kualitas udara, dan tutupan
lahan/vegetasi.

Sejauh ini, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang
jauh lebih baik dibandingkan kualitas lingkungan hidup Provinsi Jawa
Timur. Dengan IKLH Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 sebesar
76,78, maka dapat dikategorikan kualitas lingkungan hidup berstatus
baik. Hanya saja perbaikan pada indeks kualitas air perlu terus
ditingkatkan karena capainya hanya sebesar 54,69. Hal ini berarti
kualitas air di Kabupaten Lumajang berstatus sangat buruk sehingga

diperlukan perlidungan dan pengelolaan air secara optimal.

78

74 /

72

70
e Provinsi
68

¥ = | Uimajang

66

64

62

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gambar 2.3.2 Perbandingan IKLH Lumajang dan Provinsi Jawa Timur
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Dari table diatas, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa
pencapaian IKLH Kabupaten Lumajang masih di atas rata-rata Jawa
Timur. Meski demikian isu lingkungan hidup tetap menjadi salah satu
focus Kabupaten Luamjang 5 tahun ke depan. Oleh karenanya dalam
peningkatan pelayanan publik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang berupaya memberikan pelayanan yang prima dan maksimal
kepada masyarakat, sampai dengan tahun 2018 Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lumajang telah menyusun 9 Standar Pelayanan agar
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar
yang ditentukan. Sebagai timbal balik Dinas Lingkungan Hidup akan
memperoleh citra baik dari masyarakat dan pada akhirnya akan
berdampak baik pula Pemerintahan Kabupaten Lumajang secara
umum.

Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang Nomor: 188.45/38/427.49/2018 Pelayanan pada
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL);

2. Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) dan Izin
Lingkungan;

3. Registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan (SPPL);

4. l1zin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dan/ Atau lzin

Pengumpulan Limbah B3;

Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;

Izin Permohonan Pemotongan Pohon,;

Pengajuan Surat Perijinan Pemakaian Tempat;

Izin Pengangkutan Sampah Kegiatan;

© © N o v

Pengangkutan Sampah Dari Pelanggan ke TPA/ TPS.
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Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Target Renstra OPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

NO Fungsi OPD Satuan Target SPM Target IKK
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 -2 -5 -3 -4 -6 -7 -8 9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
1 |Indeks Kualitas Udara (IKU) Dalam Nilai - - 79.17 79.33 79.50 80.23 83.93 78.63 79.23| 83.32 83.87| 84.14 99% 100% 105% 105% 100%
2 |Indeks Kualitas Air (IKA) Dalam Nilai - - 52.40 53.44 53.94 54.44 54.94 53.13 53.44| 54.69 54.06| 54.17 101% 100% 101% 99% 99%
3 |Indeks Tutupan Vegetasi (ITV) |Dalam Nilai - - 86.76 87.46 88.46 88.96 89.46 87.76 87.96| 88.13 88.14| 88.21 101% 101% 100% 99% 99%
4 |Penanganan Sampah % - 100
5 |Kebersihan % - 100
6 |TPS per satuan penduduk Dalam Nilai -
7 |Penegakan hukum lingkungan |kasus (%) - 100
8 [persentase pengurangan % Penduduk 20 -
sampah di perkotaan
9 [persentase pengangkutan % Penduduk 70 -
sampah
10 |persentase pengoperasian TPA |% 70 -
pengoperasian
TPA
11 |persentase berkurangnya Ha 10 -

luasan permukiman
kumuh di kawasan perkotaan
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Dari Tabel T-C.23 tentang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
diatas, untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) selama 5 (lima) tahun terakhir
realisasinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi pada
tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat melebihi target yang telah
ditetapkan. Untuk Indeks Kualitas Air (IKA) selama 5 (lima) tahun
terakhir realisasinya mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun
2016 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 dan
mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018. Hal ini dapat disebabkan
beberapa faktor antara lain, faktor alam, usaha atau kegiatan yang
belum memenuhiketentuan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga
menyebabkan baku mutu air berubah-ubah. Realisasi untuk Indeks
Tutupan Vegetasi (ITV) selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami
kenaikan, tapi pada tahun 2016 sampai tahun 2018 belum dapat
memenuhi target yang telah ditetapkan, kemungkinan ini dapat
disebabkan kurangnya luasan tutupan lahan dan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) publik yang tersedia. Oleh karena itu perlu adanya penambahan
luasan tutupan lahan dan RTH publik.

Selanjutnya disajikan tabel T-C.24 tentang Anggaran dan

Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.
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Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Program Anggaran Realisasi Anggaran Rasio Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran li

Program Pelayanan Administrasi 11,832,892,050 19,861,145,600 19,331,278,014 1,125,822,309 1,548,753,450.00 11,819,880,162 16,638,002,072 15,959,681,086 943,101,477 1,442,824,651.00 99.89 83.77 82.56 83.77 93.16 | 10,739,978,285 9,360,697,890
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 1,867,050,000 3,109,650,000 5,325,186,850 1,709,362,250 1,237,530,000 1,518,322,760 2,258,700,705 4,562,941,533 1,427,587,728 883,401,561 81.32 72.64 85.69 83.52 71.38 2,649,755,820 2,130,190,857
Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembangan 15,000,000 16,500,000 25,754,200 20,839,600 44,260,000 15,000,000 14,570,000 25,405,200 20,018,000 41,764,000 [ 100.00 88.30 98.64 96.06 94.36 24,470,760 23,351,440
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Pengembangan Kinerja 3,944,729,430 3,956,782,000 7,890,411,508 8,501,849,101 6,239,388,850 2,044,667,300 3,551,290,225 7,316,530,883 8,092,804,183 5,797,013,310 51.83 89.75 92.73 95.19 92.91 6,106,632,178 5,360,461,180
Pengelolaan Persampahan
Program Pendalian Pencemaran 840,185,750 87,500,000 875,000,000 3,845,975,700 1,190,956,500 766,167,200 786,132,800 786,132,800 3,321,640,010 861,668,450 91.19 898.44 89.84 86.37 72.35 1,367,923,590 1,304,348,252
dan Perusakan Lingkungan
Program Perlindungan dan 147,062,200 100,000,000 392,151,800 139,412,500 861,262,000 145,535,000 97,840,000 360,653,000 132,932,250 365,151,200 98.96 97.84 91.97 95.35 42.40 327,977,700 220,422,290
Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas 120,000,000 33,000,000 257,457,000 80,861,250 126,580,000 119,906,500 31,520,300 252,286,000 80,106,250 121,427,000 99.92 95.52 97.99 99.07 95.93 123,579,650 121,049,210
dan Akses Informasi SDA dan LH
Program Pengelolaan Ruang 436,160,000 5,069,000,000 9,994,173,000 9,848,713,700 6,168,982,900 397,974,990 2,373,096,515 9,203,499,100 6,231,457,296 6,053,502,196 91.25 46.82 92.09 63.27 98.13 6,303,405,920 4,851,906,019
Terbuka Hijau (RTH)
Program Pengelolaan Areal 300,000,000 - - - - 196,706,000 - - - - 65.57 - - - - 300,000,000 196,706,000
Pemakaman
Program Peningkatan Sarana dan 8,593,667,000 10,784,000,000 7,940,000,000 - - 8,189,379,795 10,302,006,145 7,544,484,000 - - 95.30 95.53 95.02 - - 9,105,889,000 8,678,623,313
Prasarana Pelayanan Umum
Program Peningkatan Disiplin - 226,449,000 359,252,500 432,562,500 - - 224,336,500 355,622,000 429,075,000 - - 99.07 98.99 99.19 - 339,421,333 336,344,500
Aparatur
Program Peningkatan Dan - - - 58,276,000 - - 50,708,000 - - - - 87.01 - 58,276,000 50,708,000
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Pembinaan Lingkungan - - - - 433,048,900.00 - - - - 394,579,643 - - - - 91.12 433,048,900 394,579,643
Sosial
JUMLAH 28,096,746,430 43,244,026,600 | 52,390,664,872 | 25,763,674,910 17,850,762,600 25,213,539,707 36,277,495,262 46,367,235,602 20,729,430,194 | 15,961,332,011 89.74 83.89 88.50 80.46 89.42 | 37,880,359,136 | 33,029,388,595
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Rasio realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan
cukup baik dengan nilai rata-rata 86,40%. Rata-rata pertumbuhan
sebesar Rp 4.850.970.541. Faktor-faktor yang kemungkinan dapat
mempengaruhi nilai realisasi adalah kurangnya komitmen dalam
menjalankan kegiatan sesuai time schedule, sehingga kegiatan yang
seharusnya sudah selesai dilaksanakan dan direalisasikan menjadi
tertunda atau bahkan tidak jadi dilaksanakan karena kurangnya waktu

pelaksanaan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Dalam rangka melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan
pelayanan urusan lingkungan hidup, urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan ruang, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tantangan yang
harus dihadapi dalam lima tahun kedepan guna terwujudnya
masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat.

Secara umum, beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut :
a. Tantangan :

1. Ketersedian sumber daya manusia yang kompenten sesuai
teknis bidang pelayanan masih kurang;

2. Masih minimnya pemahaman pelaku usaha dan/atau kegiatan
dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga pengurusan
perizinan lingkungan masih sedikit;

3. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam pola hidup sehat dan
bersih melalui pengelolaan sampah dan pelestarian fungsi
lingkungan, hal ini dapat dicermati dari perilaku mengelola
sampah tidak sesuai ketentuan serta kesadaran untuk
memelihara ruang terbuka hijau khususnya tanaman di

sempadan jalan yang kerap kali diajukan pemotongan;
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4. Dukungan Sarana dan prasaran pelayanan belum memenuhi

standar, seperti ketersediaan layanan khusus bagi difabel dan

ruangan yang belum representatif;

5. Belum terintegrasinya masing-masing pelayanan yang terkait

pada masing-masing perangkat daerah sehingga pelayanan

belum dapat berjalan dengan cermat.

b. Peluang :

1.

Di era teknologi informasi seperti saat ini dengan merambahnya
internet hingga kepelosok, pelayanan dimungkinkan dapat
dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi;

Adanya pengawasan dari ombudsman terkait pelayanan publik
sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan pengelolaan
lingkungan hidup;

Adanya tekanan dunia internasional terhadap pengelolaan
lingkungan hidup d Indonesia khususnya peran masyarakat
dalam pengelolaan sampah;

Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut
ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta peran
aktifnya penegak hukum terhadap kasus-kasus lingkungan
berpeluang meningkatkan kesadaran pelaku usaha/kegiatan
untuk mengikuti ketentuan lingkungan hidup dalam mengelola
usaha/kegiatanya; dan

terbukanya kerjasama antar daerah, akademik dan lembaga
profesional sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi

tenaga pelayanan.
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3.1.

BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PD
Permasalahan Umum

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada visi dan misi
Kepala  Daerah, DLH  kabupaten Lumajang  berusaha
mengindentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi,
seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta permukiman
yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat
pembuangan limbah ke media lingkungan air, udara dan tanah serta
tingginya timbulan sampah. Selain itu adanya perubahan fungsi
lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya,
sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan.

Tabel T-C.35. Pemetaan Permasalahan

POKOK MASALAH MASALAH AKAR MASALAH
Rendahnya Kualitas | menurunnya meningkatnya tingkat
Lingkungan Hidup kualitas air pencemaran badan air dari

aktifitas usaha/kegiatan
meningkatnya tingkat
pencemaran badan air dari
aktifitas domestik

masyarakat
menurunnya meningkatnya tingkat
kualitas udara pencemaran udara dari

aktifitas usaha/kegiatan
meningkatnya tingkat
pencemaran udara dari
emisi gas buang kendaraan
rendahnya kualitas | luas ruang terbuka hijau
tutupan lahan publik yang masih kurang

tingginya alih fungsi lahan
belum optimalnya
penanganan lahan kritis

pengelolaan Pelayanan sampah tidak
sampah belum mencakup semua
optimal kecamatan

kurangnya peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan sampah
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3.2.

Memperhatikan pokok masalah, masalah dan akar masalah diatas
maka pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab
bersama antara pemerintah, pelaku usaha/kegiatan serta
masyarakat.

Sebagai representasi pemerintah daerah dalam urusan
pengelolaan lingkungan hidup, DLH Kabupaten Lumajang
menghadapi permasalahan keterbatasan SDM dan anggaran dalam
pengelolaan lingkungan hidup. Masih rendahnya kapasitas dalam
pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan
pengendalian pencemaran menjadi salah satu permalahan bagi
aparatur. Oleh karenanya pengembangan SDM ini memerlukan
proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan
sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan. Sedangkan
pembiayan melalui pendanaan juga kurang memadai utamanya
untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang terbuka
hijau dan pengelolaan sampabh.

Permasalahan Khusus

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh DLH Kabupaten
Lumajang yaitu terletak pada pelibatan dan keikutsertaan instansi
terkait dalam koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program
pembangunan bidang lingkungan hidup. Hal inilah yang
menyebabkan menjadi permasalahan khusus karena adanya
kepentingan yang berbeda-beda dari para pengambil kebijakan di
masing-masing instansi. Namun, permasalahan tersebut harus terus
didalami dan diberikan solusi secara proporsional dan intens guna
mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam rencana pembangunan
jangka menengah daerah (RPJMD) adalh visi kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan

kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah
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terpilih menggambarkan araha pembangunan atau kondisi masa
depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5
(lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi
DLH Lumajang yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala
Daerah (KD) dan Wakil Kepala Daerah terpilih, perlu dilakukan
telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan
misi KD dan Wakil KD terpilih adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing,
makmur dan bermartabat

Misi : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis
pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata

Tujuan 1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif yang berkelanjutan
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan
fungsi DLH Kabupaten Lumajang dengan visi dan Misi KD dan wakil
KD terpilih terletak pada misi ke-1 vyaitu “mewujudkan
perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada
pertanian, usaha mikro, dan pariwisata”, dengan tujuan untuk
“‘Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup”. Adapun
sasaran dari misi ke-1 tersebut yang secara langsung diperankan
DLH Kabupaten Lumajang adalah “meningkatnya kualitas air,
meningkatnya kualiltas udara dan meningkatnya kualitas
tutupan lahan”

Pilihan strategi untuk mencapain misi ke-1 adalah “meningkatkan
kapasitas  pengendalian air, meningkatkan kapasitas
pengendalian udara dan meningkatkan upaya pemulihan dan
pemeliharaan tutupan lahan”, dan untuk mengarahkan rumusan
strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan,

sasaran dan strategi maka arah kebijakan DLH Lumajang antara lain
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1. Menyelenggarakan good and clean governace;

2. Meningkatkan pelayanan dengan penguatan kapasitas SDM dan
penyedian sarana prasarana;

3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor

Ketiga arah kebijakan diwujudkan melalui program pembangunan

sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Persampahan

2. Program Pengendalian Lingkungan Hidup

3. Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup

4

. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

3.3 Telaah Renstra KLHK dan Renstra DLH Provinsi Jatim

Arah pembangunan Indonesia tertuang dalam rencana
pembangunan jangka menengah nasional (RPJMD) Tahun 2015-
2019 yang ditetapkan melalui peraturuan presiden nomor 2 tahun
2015.

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah
“terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong” dengan misi yang diemban untuk
memenuhi visi yang telah dirumskan adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negera kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan negera hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati
diri sebagai negera maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju
dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
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6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Berangkat dari pandangan, harapan, dan permasalahan yang ada,
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan merumuskan tujuan
pembangunan tahun 2015-2019, vyaitu memastikan kondisi
lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan
manusia dan sumber daya berada pada rentang populasi yag aman,
serta secara pararel meningkatkan kemampuan sumber daya alam
untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama KLHK tahun

2015-2019 yang diusung, adalah :

1. Menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya
dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS,
Keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim

2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan,
menyediakan hutan unutk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan
menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered
species

3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, mejaga hutan, dan

merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Stategis

Ketersediaan fasilitas daerah telah diatur sedemikian rupa dalam
dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang.
Fasilitas ini kemudian menjadi penunjang bagi aktivitas kawasan-
kawasan strategis yang memberikan nilai ekonomi tinggi, seperti
pertanian, industri dan perdagangan. Untuk itu, pada sub-bahasan
ini, perlu kiranya mengkaji beberapa luas kawasan peruntukkan di
Kabupaten Lumajang berdasarkan arahan RTRW, yaitu kawasan
produktif, industri dan perkotaan. Kawasan- kawasan ini diyakini

22



dapat mendorong daya saing untuk Kabupaten Lumajangsendiri.

Pertama, luas kawasan produktif, yang terdiri dari kawasan
pertanian, perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat). Luas
wilayah produktif ini kedepannya akan mengalami pergeseran akibat
perubahan peruntukkan lahan, khususnya untuk lahan pemukiman
dan perumahan. Pengurangan luas lahan produktif tentunya
menghadirkanpermasalahan baru, khususnya untuk mendorong
peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayahnya, kawasan
peruntukkan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Lumajang
terdiri dari peruntukkan pertanian lahan basah dengan luas lahan
sebesar 34.324 Ha dan peruntukkan pertanian lahan kering seluas
56.535 Ha. Lebih lanjut, untuk kawasan peruntukkan hutan rakyat
Kabupaten Lumajang memiliki luas aktual sebesar

56.436 Ha. Selain itu, untuk kawasan perkebunan Kabupaten
Lumajang menurut kepemilikannya dibagi atas perkebunan besar
dan perkebunan rakyat masing-masing seluas 9.921 Ha dan 11.979
Ha (untuk komoditi tebu yang memiliki lluas lahan melebihi komoditi

unggulanlainnya).

Kedua, luas kawasan industri. Untuk menciptakan iklim
investasi yang lebih baik, pemerintah melakukan upaya
pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri.
Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta
prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam
pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan olehlimbah
industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh
pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta.

Dokumen RTRW Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa
salah satu kriteria penetapan kawasan peruntukkan industri adalah
area cakupan luas lahan yang minimal 20 Ha. Lahan ini memiliki
karakteristik tanah yang bertekstur sedang sampai kasar, dan berada

pada tanah mrginal pertanian. Bisa dilihat dari karakteristik tersebut,
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pengembangan sektor industri masih belum maksimal. Hal ini
terbukti dari unit industri, baik industri besar maupun kecil yang
masih tergolong sedikit.

Ketiga, luas wilayah perkotaan. Penentuan struktur kegiatan
tata ruang/hirarki kota-kota di Kabupaten Lumajang didasarkan pada
jalur upaya pemantapan-pemantapan fungsi kota dalam kerangka
strategi dan kebijaksanaan pengembangan peta struktur tata ruang
wilayah Kabupaten Lumajang. Dengan demikian struktur kegiatan
tata ruang diarahkan pada tujuan keseimbangan pembangunan antar
wilayah. Artinya, adanya keseimbangan pembangunan antara
perkembangan wilayah pusat, wilayah transisi, dan wilayah belakang
sehingga wilayah sekitar dapat ikut berkembang akibat multiplier
effect dari sistem kegiatan ekonomi pada pusat-pusat
pengembangan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
Provinsi Jawa Timur, pengembangan wilayah Kabupaten Lumajang
difungsikan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL). Adapun kecamatan-
kecamatan yang berpotensi menjadi Pusat Kegiatan Lokal promosi
(PKLp) bagi Kabupaten Lumajang adalah kecamatan Candipuro,
Pasirian, Tempeh, Lumajang, Yosowilangun, Randuagung dan
Klakah. Terkait dengan luas wilayah perkotaan, dokumen RTRW
menyebutkan sebesar 7.413 Ha atau 4.14% dari total laus wilayah

keseluruhan.

3.5 Penentuan Isu Stategis
Analisa isu-isu strategis adalah suatu analisa yang
dipergunakan untuk mengembangkan rencana strategis agar
organisasi dapat dengan mudah menkoordinasikan atau menerapkan
wujud potensi, sumber daya, peluang, kekuatan, tantangan dan

kelemahan yang dihadapi.
Berdasarkan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2018 yang diperoleh dari tahapan
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penyaringan isu hingga proses analisis yang telah dirumuskan
dengan melibatkan pemangku kepentingan didaerah ada 5 (lima) isu
pokok yang wajib mendapatkan perhatian bersama, yaitu :

1. Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas penduduk
menyebabkan meningkatnya jumlah timbulan sampah. Sisa umur
pakai TPA Lempeni Kecamatan Tempeh selama 10 (sepuluh)
tahun diperkirakan berakhir tahun 2024 dan jika tidak dilakukan
pengelolaan sampah maka umur pakai TPA akan cepat habis.
Masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan
di sungai dan pinggir jalan. Program pengurangan sampah dengan
metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) masih belum optimal.
Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R
dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah 3R serta kurangnya
armada pengangkut sampah dan sarana pengolahan sampah di
TPA.

Kondisi saat ini yang ada di Kabupaten Lumajang jumlah
timbulan sampah per-hari yang dihasilkan oleh rumah tangga di
Kabupaten Lumajang tahun 2018 sebesar 785.610,48 kg/hari.
Untuk sistem pengoperasian TPA Lempeni Kecamatan Tempeh
sudah sanitary landfill dan TPA lama yang berlokasi di Desa Besuk
Kecamatan Tempeh sudah ditutup karena umur pakai sudah habis.
Jumlah Sampah yang masuk TPA Lempeni Kecamatan Tempeh
tahun 2018 sebanyak 37.733.581 kg. Hasil dari pengolahan
sampah yaitu Gas methan (CH,;) dimanfaatkan sebagai bahan
bakar ramah lingkungan untuk keperluan rumah tangga pengganti
LPG. Pengolahan sampah di sumbernya dilakukan melalui proses
komposting, biogas, dan daur ulang sedangkan untuk TPS 3R yang
berjumlah 1 (satu) unit, rumah kompos berjumlah 2 (dua) unit, dan
di tiap kecamatan terdapat TPS digunakan untuk penyimpanan
sampah sementara. Sarana dan prasarana alat angkut sampah

yang ada saat ini meliputi : dump truck sebanyak 4 (empat) unit,

25



amrol truck sebanyak 5 (lima) unit, kendaraan roda tiga sebanyak

16 unit, becak sampah sebanyak 60 unit, dan gerobak sampah

sebanyak 115 unit. Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki Bank

Sampah Induk “Kalpataru® yang berlokasi di Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Lumajang (JI. Langsep No. 15 — Lumajang).

Jumlah lembaga Bank Sampah dan Kelompok Masyarakat

Pengelola Sampah tahun 2018 sebanyak 93 (40 Bank Sampah dan

53 Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah).

Untuk mengatasi dan mengelola sampah dengan baik perlu
adanya upaya yang dilakaukan pemerintah Kabupaten Lumajang,
antara lain:

1. Sudah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 10 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Sampabh;

2. Segera diterapkan penegakan hukum, pemberian sanksi, dan
penghargaan (reward) terhadap upaya pengelolaan sampabh,;

3. Sosialisasi rutin kepada masyarakat terkait pengelolaan
sampah 3R;

4. Menggiatkan Bank Sampah dan melakukan pembinaan
terhadap kader Bank Sampah sehingga dapat melaksanakan
pengelolaan sampah dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, dan
Recycle);

5. Menggiatkan kegiatan yang dapat memacu semangat kader
lingkungan dan kader Gerbangmas dalam melakukan upaya
pengelolaan sampah, seperti acara pameran/bazar produk daur
ulang, fashion show produk daur ulang, peringatan Hari Peduli
Sampah Nasional (HPSN);

6. Menggiatkan pembuatan kompos di sekolah, perumahan, dan
TPA;

7. Membuat Bank Sampah Induk (Bank Sampah Kalpataru)
sebagai Bank Sampah rujukan dan menerima nasabah Bank

Sampah yang berada di Kelurahan-kelurahan;
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8. Membuat biogas portable yang berasal dari sampah organik
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar ramah
lingkungan;

9. Mengoperasikan TPA Lempeni, Kecamatan Tempeh dengan
sistem sanitary landfill sehingga dapat mereduksi gas methan
ke udara dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar ramah
lingkungan;

10. Penambahan jumlah armada pengangkut sampah dan fasilitas
pengangkut sampah melalui peningkatan anggaran untuk

kegiatan pengelolaan persampahan.

Gambar 3.5.1 Kegiatan Pengelolaan Persampahan di TPA Lempeni

2. Pencemaran Air Sungai

Pertambahan penduduk dan meningkatnya aktifitas
pembangunan yang menghasilkan beban pencemaran ke sungai :
- Limbah domestik (sampah, tinja/black water, dan air buangan

rumah tangga/grey water);
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- Limbah pertanian dan perkebunan (pupuk dan pestisida
parameter N dan P, serta sedimen akibat pembukaan lahan
dan erosi lahan parameter TSS);

- Limbah industri (BOD dan COD).

Hasil inventarisasi kegiatan di sepanjang sungai, masih
banyak kegiatan yang membuang limbah padat dan limbah cair
berasal dari domestik, pertanian dan perkebunan, peternakan, dan
industri. Tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan mempengaruhi
pola pikir masyarakat dan pengetahuan terhadap lingkungan. Masih
terdapat penduduk yang belum memiliki tempat buang air besar
sendiri sebanyak 41.538 KK dan melakukan aktifitas Buang Air
Besar (BAB) di sungai.

Kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Lumajang tahun
2018 berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang
dilaksanakan setiap bulan dan perhitungan status cemar adalah
Memenuhi hingga Cemar Ringan. Beberapa parameter kualitas air
sungai yang melebihi baku mutu di beberapa titik pemantauan yaitu
parameter TSS dan BOD. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks
Kualitas Air (IKA) didapatkan nilai indeks kualitas air Kabupaten
Lumajang tahun 2018 dibandingkan baku mutu air kelas Il sebesar
54,17. Hal ini berarti terdapat peningkatan nilai IKA pada tahun
2018. Adapun sebelumnya tahun 2016 dan tahun 2017 nilai IKA
Kabupaten Lumajang sebesar 54,69 dan 54,06. Untuk
meningkatkan kualitas air sungai dan mengurangi pencemaran,
beberapa hal perlu dilakukan, antara lain:

1. Pemantauan dan monitoring kualitas air sungai secara berkala
dan berkesinambungan;

2. Pelaksanaan pengawasan secara rutin yang dilaksanakan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terhadap
industri/kegiatan usaha yang membuang air limbah;

3. Mewajibkan kegiatan/industri penghasil limbah cair agar

memiliki izin pembuangan limbah cair;
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4. Membangun IPAL Komunal bagi penduduk yang bermukim di
sekitar badan air/sungai yang dikelola oleh Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) dan IPAL Komunal di Rusunawa untuk
mengolah air limbah domestik (black water dan grey water);

5. Mewajibkan industri/kegiatan usaha yang mengahsilkan air
limbah untuk membuat IPAL (industri gula, tapioka, rumah
sakit/klinik kesehatan, industri rumah tangga seperti tahu dll);

6. Sosialisasi Program Kali Bersih (Prokasih) dan Pembentukan
Kelompok Masyarakat Peduli Kali Bersih bagi masyarakat yang
tinggal di sekitar badan air/sungai;

7. Mewajibkan industri/kegiatan usaha menyampaikan Pelaporan
Dokumen Lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 6
(enam) bulan dalam rangka pengendalian pencemaran air;

8. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Laboratorium Lingkungan yang
mengatur pelaksanaan pengolahan air limbah dan uji
laboratorium kualitas air limbah bagi industri/kegiatan usahan
yang membuang air limbah cair ke badan air/sungai;

9. Meningkatkan kegiatan penghijauan untuk mengurangi erosi
lahan sehingga sedimen yang masuk ke sungai berkurang;

10. Normalisasi sungai dan pengerukan sungai secara rutin/berkala

melalui kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Gambar 3.5.2 Pemantauan Kualitas Air Sungai Secacara Rutin di Bagian

Hulu dan Hilir Sungai Prioritas
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Gambar 3.5.3 Pengawasan Rutin Kegiatan Usaha yang Berpotensi

Mencemari Lingkungan

Gambar 3.5.4 Kali Temi Sebagai Sungai Bersih dan Asri di Tengah

Permukiman

3. Pencemaran Udara

Meningkatnya jumlah kendaraan sebagai bagian dari
kebutuhan manusia akan alat transportasi semakin meningkat dan
akan berdampak pada peningkatan emisi udara sumber bergerak,
dimana jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lumajang
cenderung meningkat. Jumlah kendaraan bermotor baik roda
empat, roda tiga, dan roda dua tahun 2016 sebanyak 158.729 unit,
tahun 2017 sebanyak 161.045 unit, dan tahun 2018 sebanyak
163.389 unit sedangkan untuk Infrastruktur jalan tetap, tidak ada
penambahan. Meningkatnya kendaraan akan meningkatkan
penjualan BBM sehingga emisi GRK juga cenderung meningkat.
Masih banyak alat pengendali pencemaran udara (PPU) sumber
tidak bergerak yang belum memenuhi persyaratan pada
kegiatan/usaha, terutama industri tapioka dan pengolahan kayu.
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Misalnya cerobong kurang tinggi tanpa dilengkapi alat sampling,
dust collector kurang optimal, dll. Belum optimalnya uji emisi gas
buang kendaraan bermotor dan penggunaan knalpot yang tidak
sesuai standar menimbulkan asap dan debu berlebihan serta luas
Ruang Terbuka Hijau (RTH) cenderung tetap, dimana RTH
berfungsi menyerap polutan udara kendaraan bermotor di sekitar
kawasan kota. Berdasarkan hasil uji laboratorium, didapatkan
bahwa kualitas udara ambien di lokasi padat lalu lintas,
permukiman, perkantoran, dan industri memenuhi baku mutu (BM)
yang dipersyaratkan. Hasil uji emisi cerobong industri didapatkan
hasil bahwa cerobong industri pada lokasi pemantauan memenuhi
BM yang dipersyaratkan dan hasil uji emisi pemantauan objek
PROPER (PG. Djatiroto) juga memenuhi BM yang dipersyaratkan.
Adapun hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) didapatkan
nilai indeks kualitas udara Kabupaten Lumajang tahun 2018
sebesar 84,14 pada skala Unggul. Hal ini berarti terdapat
peningkatan nilai IKU pada tahun 2018. Adapun sebelumnya tahun
2016 dan tahun 2017 nilai IKU Kabupaten Lumajang sebesar 83,32
dan 83,87, dimana ini menunjukkan kenaikan untuk tahun 2018.
Untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan dan
mengurangi pencemaran udara, beberapa hal perlu dilakukan,
antara lain:
1. Memperbanyak pohon penghijauan di kanan kiri jalan;
2. Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi
menyerap polutan udara;
3. Sosialisasi penggalakkan pemakaian bahan bakar ramah
lingkungan;
Kegiatan Car Free Day setiap hari minggu dan Car Free Night;
Pemantauan rutin kualitas udara ambien di sekitar lokasi
permukiman, perkantoran, padat lalu lintas, dan industri;

6. Melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala;
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10.

11.

12.

13.

Pembinaan kegiatan/usaha industri berkaitan dengan alat
pengendali pencemaran udara (PPU) sesuai dengan polutan
udara yang dihasilkan;

Penghijauan di sekitar lokasi industri dengan karakteristik daun
yang menyerap polutan;

Pelaksanaan pengawasan secara rutin yang dilakukan Dinas
Lingkungan Hidup terhadap industri/kegiatan usaha yang
menghasilkan emisi gas buang;

Mewajibkan industri/kegiatan usaha menyampaikan Pelaporan
Dokumen Lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 6
(enam) bulan sekali dalam rangka pengendalian pencemaran
udara;

Penyusunan  Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Laboratorium Lingkungan yang
mengatur pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dan
uji  laboratorium bagi industri/kegiatan usaha yang
menghasilkan emisi gas buang;

Gerakan Program Adipura, Adiwiyata, Desa/Kelurahan Berseri,
Kabupaten/Kota Sehat dimana salah satu indikatornya adalah
perindangan dan RTH,;

Pembangunan digester biogas menjadi bahan bakar ramah
lingkungan untuk mengurangi emisi udara yang berasal dari

peternakan dan industri rumah tangga

Gambar 3.5.5 Pengukuran Kualitas Udara Ambien Sekitar Fasilitas Umum

== —~— - uy——
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Gambar 3.5.6 Pengukuran Kualitas Udara Ambien Sekitar Industri

4. Lahan Kritis

Kondisi topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan >
40% seluas 575,99 Ha cenderung curam/terjal dan terjadi
pelapukan tanah karena karakteristik tanah, konversi lahan dari
tutupan vegetasi menjadi lahan terbangun. Gangguan terhadap
tegakan hutan berupa perambahan hutan dan pencurian kayu,
penggunaan lahan hutan oleh masyarakat sehingga mengurangi
tegakan hutan. Adanya dampak perubahan iklim yaitu naiknya
muka air laut di pesisir pantai selatan menyebabkan luas tutupan
mangrove berkurang karena tergerus ombak. Adanya kegiatan
pertambangan yang dilakukan masyarakat yang tidak berizin
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(ilegal) sehingga berpotensi merusak lahan yang ditambang dan
masih terdapat kegiatan pertambangan yang belum memiliki
dokumen lingkungan karena kegiatan pertambangan berpotensi
menimbulkan dampak konflik sosial serta belum optimalnya
pemulihan/rehabilitasi lahan bekas pertambangan illegal.

Data luas lahan kritis di Kabupaten Lumajang tahun 2018
sebesar 839,59 Ha dan luas lahan sangat kritis sebesar 425,27 Ha.
Lokasi lahan kritis dan sangat kritis di Kecamatan Tempursari,
Pronojiwo, Kunir, Yosowilangun, Randuagung, Kedungjajang,
Klakah, dan Ranuyoso. Hasil pemantauan evaluasi kerusakan
tanah di lahan kering tahun 2018 dilakukan di Hutan Damar
Senduro, Hutan Pinus Senduro, dan Hutan Pinus Pasrujambe
dengan status Rusak Ringan. Parameter kritis yaitu derajat
pelulusan air dan redoks. Lahan kritis menunjukkan adanya
kerusakan tanah yang menyebabkan terjadinya erosi/tanah longsor
karena berkurangnya hijauan/tegakan di hutan. Kejadian bencana
tanah longsor terjadi di Kecamatan Pronojiwo, Pasirian, Lumajang,
Randuagung, Padang, Pasrujambe, Senduro, Gucialit, dan
Ranuyoso. Berpotensi terjadinya banjir di bagian hilir di 8 (delapan)
Kecamatan vyaitu Tekung, Kunir, Rowokangkung, Jatiroto,
Randuagung, Kedungjajang, Klakah, dan Ranuyoso. Luas tutupan
mangrove tahun 2017 seluas 333 Ha dan tahun 2018 seluas 0,89
Ha, pengurangan luas tutupan mangrove ini karena dampak
perubahan iklim yang menyebabkan muka air laut naik di pesisir
pantai selatan dan tutupan mengrove tergerus ombak. Potensi
mineral galian Kabupaten Lumajang sangat besar (pasir batuan di
DAS : 6.000.000 m® dan pasir besi di pesisir : 1.800.000.000 m®).
Pemegang izin tambang pasir batuan tahun 2018 sebanyak 23
perusahaan dengan total luas pertambangan sebesar 282,99 Ha
dimana kegiatan pertambangan pasir batuan berada di Kecamatan

Pronojiwo, Candipuro, Pasirian, Tempeh, Sumbersuko, dan
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Pasrujambe serta adanya lahan bekas tambang yang belum

direklamasi.

Untuk mengatasi dan memperbaiki lahan kritis perlu adanya
upaya yang dilakaukan pemerintah Kabupaten Lumajang, antara
lain:

1. Rehabilitasi lahan dengan cara melakukan kegiatan
penghijauan dan reboisasi. Jumlah pohon yang ditanam untuk
kegiatan penghijauan tahun 2018 sebanyak 14.972.000 batang
dan jumlah pohon yang ditanam untuk kegiatan reboisasi tahun
2018 sebanyak 209.230 batang;

2. Program kemitraan perlindungan dan konservasi sumber daya
alam;

3. Program “Sigarpun Bulat” yaitu Aksi Gerakan Pemupukan
Organik dan Benih Unggul Bersertifikat;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan
SVLK (Kayu Log);

5. Penanaman lahan kritis di pesisir pantai berupa mangrove dan
cemara udang. Penanaman mangrove dan cemara udang
tahun 2015 sebanyak 12.661 batang, tahun 2016 sebanyak
15.500 batang, tahun 2017 sebanyak 21.800 batang, dan tahun
2018 sebanyak 5.000 batang;

6. Kegiatan bersih sampah di pesisir pantai dengan melibatkan
OPD, LSM, masyarakat peduli lingkungan;

7. Sosialisasi peraturan kebijakan pertambangan, terutama
masalah reklamasi;

8. Kegiatan pertambangan wajib dilengkapi dokumen lingkungan
dan melakukan reklamasi saat pasca tambang;

9. Evaluasi kajian lapangan terhadap izin usaha tambang;

10. Penertiban pertambangan tanpa izin (PETI);

11. Rehabilitasi lahan bekas tambang illegal (penanaman
mangrove dan cemara udang);

12. Optimalisasi pengawasan kegiatan pertambangan.
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Gambar 3.5.8 Kegiatan Penanaman di Tanah Produksi Area Pegunungan

Gambar 3.5.9 Adaptasi dan Mitigasi Lahan Kritis dengan Pembangunan

Embung dan Terjunan Air

o e

5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

Semakin berkembangnya kota dan meningkatnya jumlah
kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan peningkatan ruang
terbuka hijau (RTH), khususnya hutan kota dan taman kota. Luasan
hutan kota dan taman kota dari tahun ke tahun cenderung stagnan
tidak ada peningkatan. Padahal hutan kota dan taman Kkota
merupakan paru-paru kota yang dapat berfungsi sebagai filter dari
polusi udara akibat kegiatan perkotaan. Hingga tahun 2018, Kota
Lumajang hanya memiliki 3 (tiga) hutan kota dengan luas sekitar
3,81 Ha (hanya 0,13% dari luas wilayah perkotaan).
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Gambar 3.5.10 Hutan dan Taman Kota di Kota Lumajang

Sedangkan taman kota berjumlah 32 buah dengan luasan

bervariasi mulai dari 1,2 m? sampai dengan 40.000 m? (4 Ha).

Secara keseluruhan luas taman kota di Kabupaten Lumajang

sebesar 15,96 Ha atau 0,28% dari luas wilayah perkotaan. Sulitnya

mencari lahan baru di kawasan perkotaan untuk pengembangan

RTH dan banyaknya pembangunan perumahan sehingga

mengurangi lahan untuk penanaman pohon sebagai peneduh juga

menjadi penyebab kurangnya Iluasan RTH. Adapun hasil
perhitungan Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi (ITV) Kabupaten

Lumajang tahun 2018 sebesar 88,21 mengalami kenaikan dari

tahun 2016 dan tahun 2017 yang sebesar 88,13 dan 88,14.

Untuk mengatasi kurangnya Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
perlu adanya upaya yang dilakaukan pemerintah Kabupaten
Lumajang, antara lain:

1. Merencanakan lahan untuk ditetapkan sebagai RTH Perkotaan;

2. Mengganti pohon yang sudah ditebang dengan bibit pohon
yang baru;

3. Penghijauan dan reboisasi melalui : Gerakan Penanaman Satu
Milyar Pohon melalui OBIT, perindangan jalan, dan
pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL);
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4. Gerakan Program Adipura, Adiwiyata, Desa/Kelurahan Berseri,
Kabupaten/Kota Sehat dimana salah satu indikatornya adalah
perindangan dan RTH,;

5. Penyediaan anggaran untuk menambah bibit tanaman yang
ada di Taman Kota dan Hutan Kota;

6. Rehabilitasi Taman Kota dan Hutan Kota untuk mempercantik
Kota dan meningkatkan estetika lingkungan;

7. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau.

Kelima isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan
kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dalam rangka menjaga agar pembangunan
tetap berkelanjutan, dan sumber daya alam dan lingkungan dapat
lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta membangun sikap

ramah dengan lingkungan alam sekitarnya.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang
perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerah serta turut mendukung tercapainya sasaran
strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yaitu meningkatnya kualitas air, meningkatnya kualiltas udara dan
meningkatnya kualitas tutupan lahan. Sasaran adalah hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif
maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat
dilaksanakan.

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau
diinginkan organisasi. Tujuan yang ingin di capai Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengendalian kualitas air
2. Meningkatkan pengendalian kualitas udara
3. Meningkatkan pengelolaan sampah
4. Meingkatkan tutupan lahan
Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup
adalah :

1. Meningkatnya pengendalian kualitas air

2. Meningkatnya pengendalian kualitas udara

3. Meningkatnya pengelolaan sampah

4. Meningkatnya tutupan lahan

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Lingkungan Hidup sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :
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Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat

Daerah
Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Tujuan/Sasaran
2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023
Meningkatkan | Meningkatnya | Indikator tujuan: 54,20 | 54,40 | 54,60 54,80 55,00
Pengendalian | pengendalian | Indeks Kualitas Air
Kualitas Air kualitas air (IKA)
Indikator sasaran: % | 33,3 50 66,6 83,3 100
titik pantau dengan
kualitas air baik
Meningkatkan | Meningkatnya | Indikator tujuan: 84,15 | 84,35 | 84,55 84,75 84,95
Pengendalian | pengendalian | Indeks Kualitas
Kualitas kualtas udara | Udara (IKU)
Udara
Indikator sasaran: % | 89,7 92,3 94,8 97,4 100
titik pantau dengan
kualitas udara baik
Meningkatkan | Meningkatnya | Indikator tujuan: 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Pengelolaan | pengelolaan Indeks Pengelolaan
Sampah sampah Sampah
indikator sasaran: % | 51,56 60,47 | 68,87 | 77,08 84,39
pengelolaan
sampah
Meningkatkan | Meningkatnya | Indikator tujuan: 88,28 | 88,48 | 88,66 88,91 89,16
Tutupan tutupan lahan | Indeks Kualtas
Lahan Tutupan Lahan
(IKTL)
indikator sasaran: % 14 34 54 74 100

tutupan lahan
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Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran beserta
indikatornya pada tahun 2018 - 2023 mengalami
perubahan/penyesuaian menyesuaikan tujuan dan sasaran yang
berkaitan dengan urusan lingkungan hidup pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang 2018-
2023 .
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada

dasarnya merupakan cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan

analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan

sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan

agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan

dalam proses perumusan program dan kegiatan pembangunan.

Adapun relevansi dan konsitensi anatara pernyataan visi dan misi

RPJIJMD kabupaten Lumajang dengan tujuan, sasaran, strategi, dn

arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana diuraikan pada

tabel berikut :

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing,
makmur dan bermartabat
Misi :  Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis

pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata

Tujuan

Sasaran

Strateqgi

Arah Kebijakan

Meningkatkan
Pengendalian
Kualitas air

Meningkatnya
Pengendalian
Kualitas air

1. Menurunkan
beban
pencemarara
badan air

2. Menaikan
kualitas
sanitasi
lingkungan

1. Peningkatan

pemantauan dan
pengendalian
lingkungan
terhadap sumber
pencemar

. Peningkatan

sarana dan
prasarana
sanitasi
lingkungan
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Visi: Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing,
makmur dan bermartabat
Misi : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis

pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan
Pengendalian
Kualitas udara

Meningkatnya
Pengendalian
Kualitas
udara

Strategi Arah Kebijakan
3. Penguatan 1. Meningkatkan
peranserta aksi pelibatan
masyarakat publik dalam
dalam pengelolaan
pengelolaan lingkungan
lingkungan hidup
4. Peningkatan 1. Penguatan
komitmen pengawasan dan
usaha/ penaatan hukum
kegiatan secara konsisten
dalam
pengendalian
pencemaran
air
1. Menurunkan 1. Peningkatan
tingkat pemantauan
pencemararan dan
udara pengendalian
lingkungan
terhadap
sumber
pencemar

2. Peningkatan

koordinasi lintas
sektor guna
pengendalian
emisi kendaraan

2. Peningkatan
komitmen
usaha/
kegiatan
dalam
pengendalian
pencemaran
udara

1, Penguatan
pengawasan
dan penaatan
hukum secara
konsisten
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Visi: Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing,
makmur dan bermartabat
Misi : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis

pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan
pengelolaan
sampah

Meningkatnya
pengelolaan
sampah

Strategi Arah Kebijakan
1. Peningkatan 1. Pengembangan
kinerja dan dan
cakupan pemeliharaan
pelayanan sarana dan
penanganan prasarana
sampah penanganan
sampah
. Pengaturan pola
operasional
disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
kapasitas
2. Peningkatan . Pembentukan
kinerja dan
pengurangan pengembangan
sampah TPS 3R
. Penerapan
teknologi
penanganan

sampah yang
ramah
lingkungan dan
tepat guna

. Penerapan dan

pengembangan
sistem insentif
dan disinsentif
dalam
pengurangan
sampah

. Peningkatan

peran serta
masyarakat
melalui
pengembangan
Bank sampah
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Visi: Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing,

makmur dan bermartabat

Misi : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis

pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata

Arah Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatkan | Meningkatnya | 1. Meningkatkan
tutupan lahan | tutupan lahan perlindungan

sumber daya
alam

1. Penguatan

kebijakan
perlindungan
SDA

. Konservasi dan

pengendalian
pemanfaatan
SDA

. Peningkatan

Peranserta
masyarakat
dalam
pengelolaan
lingkungan
hidup

. Meningkatkan

koordinasi lintas
sektor

2. Meningkatkan
RTH Publik

. Memperbanyak

Ruang Terbuka
Hijau Publik

. Peningkatan

jumlah  pohon
kanan Kiri jalan
jalur
penghijauan

. Meningkatkan

koordinasi lintas
sektor
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pembangunan Good Governance yang berorientasi

pada hasil, dan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan dibidang

lingkungan hidup serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,

DLH Kabupaten Lumajang perlu menyusun dan menetapkan rencana

program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dalam RPJMD serta visi,

misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program dan

kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah :

a.

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya

adalah :

a.

b.

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparaur;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Pengembangan Slistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, kegiatannya adalah :

a.

c
d.
e
f

g.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP;

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
Realsasi Anggaran;

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ;

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan;

. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat;

Penyusunan Renja;

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

4. Program Pengelolaan Persampahan, kegiatannya adalah :

a.

Operasional Penanganan Sampah;

b. Optimalisasi Pengurangan Sampabh;

c. Sarana dan Prasarana Sampah.
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5. Program Pengendalian Lingkungan Hidup, kegiatannya adalah:
a. Penataan Pengelolaan Lingkungan;
b. Pencegahan Pencemaran Lingkungan;

c. Pemantauan Kualitas Lingkungan.

6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kegiatannya

adalah :

a. Pengembangan Taman Kota;

b. Pembangunan Sarana Pembibitan;
c. Pengelolaan Jalur Hijau.

7. Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup, kegiatannya adalah:

a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat;
b. Pemulihan Kualitas Lingkungan;
c. Pelestarian Sumber Daya Alam.

Berikut disajikan Indikator Kinerja SKPD dan Pendanaan Indikatif pada

Tabel T-C.27.
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INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 - 2023

Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan dan
Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcome) &
Kegiatan (output)

Satuan

Data Capaian
pada Awal
Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019

2020

2021

2022

2023

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD

Unit Keja SKPD
P Jawab

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Lokasi

Meningkatkan

Indeks Kualitas Air (IKA)

Pengendalian Kualitas 54.17 54.20 54.40 54.60 54.80 55.00 55.00
Air
titik pantau %
pengendalian kualitas | dengan kualitas air baik 25.00 27.78 47.22 62.50 76.39 90.28 90.28
air
Meningkatkan Indeks Kualitas Udara
Pengendalian Kualitas (Ikv) 84.14| 84.15 84.35 84.55 84.75 84.95 84.95
Udara
titik pantau %
pengendalian kualitas | dengan kualitas udara 51.28 84.62 87.18 89.74 92.31 94.87 94.87
udara baik
Meningkatkan Indeks Pengelolaan
Pengelolaan Sampah Sampah 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00
%
pengelolaan sampah sampah 31.00 51.56 60.47 68.87 77.08 84.39 84.39
Meningkatkan Tutupan Indeks Kualtas Tutupan
Lahan Lahan (IKTL) 88.21 88.28 88.48 88.66 88.91 89.16 89.16
tutupan tutupan %
lahan Lahan 7.00 14.00 34.00 54.00 74.00 100.00 100.00
01 PROGRAM PELAYANAN Prosentase tingkat % 100 100 1,571,189,146 100 1,728,308,061 100 1,901,138,867 100 2,091,252,753 100 2,300,378,029 100 9,592,266,855 |Sekretariat
ADMINISTRASI pemenuhan
PERKANTORAN pelayanan
administrasi
perkantoran
01.021 Jumlah administrasi |item 33 35 1,571,189,146 37 1,728,308,061 39 1,901,138,867 41 2,091,252,753 43 2,300,378,029 195 9,592,266,855 |Sub bagian Umum dan |Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
Pelayanan Administrasi dan operasional Kepegawaian
Operasional Perkantoran perkantoran yang
P tersedia
02 PROGRAM PENINGKATAN |Prosentase prasarna (% 100 100 941,745,600 100 1,035,920,160 100 1,139,512,176 100 1,253,463,394 100 1,378,809,733 100 5,749,451,063 |Sekretariat
SARANA DAN PRASARANA |dan sarana aparatur
APARATUR yang layak fungsi
02.045 |Pembangunan/Pengadaan |Jumlah sarana dan item 12 14 618,940,600 17 680,834,660 20 748,918,126 23 823,809,939 26 906,190,932 100 3,778,694,257 |Sub bagian Umum dan |Dinas Lii Hidup K: L
dan Rehabilitasi Sarana dan |prasaranayang Kepegawaian
Prasarana Aparatur tersedia
02.046 |Pemeliharaan Rutin/Berkala |jumlah sarana dan item 9 9 322,805,000 10 355,085,500 11 390,594,050 12 429,653,455 13 472,618,801 55 1,970,756,806 |Sub bagian Umum dan |Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
Sarana dan Prasarana prasarana yang Kepegawaian
Aparatur terpelihara
06 PROGRAM P TAN |pr dok % 100 100 27,649,000 100 30,413,900 100 33,455,290 100 36,800,819 100 40,480,901 100 168,799,910
PENGEMBANGAN SISTEM |kinerja yang tersusun
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
06.001 |Penyusunan Laporan jumlah laporan lakip dokumen 8 8 3,832,000 8 4,215,200 8 4,636,720 8 5,100,392 8 5,610,431 40 23,394,743 Dinas Li Hidup Kat L
Capaian Kinerja dan Ikhtisar |yang tersusun Sub Bagian
Realisasi Kinerja Penyusunan Program
SKPD/LAKIP
06.002 |Penyusunan Laporan jumlah laporan dokumen 8 8 3,500,000 8 3,850,000 8 4,235,000 8 4,658,500 8 5,124,350 40 21,367,850 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
Keuangan Smesteran dan  |semesteran dan
Prognosis Realisasi prognosis yang Sub Bagian Keuangan
Anggaran tersusun
06.003 |Penyusunan Laporan jumlah laporan dokumen 8 8 3,500,000 8 3,850,000 8 4,235,000 8 4,658,500 8 5,124,350 40 21,367,850 Dinas Lingk Hidup Kak L
Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun Sub Bagian Keuangan
06.004 | Penyusunan Laporan jumlah laporan laporan 2 2 1,310,000 2 1,441,000 2 1,585,100 2 1,743,610 2 1,917,971 10 7,997,681 Dinas Li Hidup K L
Evaluasi Hasil evaluasi hasil Sub Bagian
Pembangunan pembangunan Penyusunan Program
06.005 |Penyusunan Laporan jumlah dokumen IKM | dokumen 8 12 4,400,000 12 4,840,000 12 5,324,000 12 5,856,400 12 6,442,040 60 26,862,440 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
Indeks Kepuasan Sub Bagian
Masyarakat Penyusunan Program
06.006 |Penyusunan Renja jumlah laporan renja | dokumen 4 10 4,105,000 10 4,515,500 10 4,967,050 10 5,463,755 10 6,010,131 50 25,061,436 sub Bagi Dinas Li Hidup Kak L
ub Bagian
Penyusunan Program
06.007 |Penyusunan Rencana Kerja |jumlah dokumen RKA | dokumen 3 3 7,002,000 3 7,702,200 3 8,472,420 3 9,319,662 3 10,251,628 15 42,747,910 Dinas Li Hidup K: L
dan Anggaran (RKA) SKPD Sub Bagian
Penyusunan Program
Meningkatkan Indeks Pengelolaan
Pengelolaan Sampah Sampah 050 060 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00
%
pengelolaan sampah |sampah 31.00 51.56 60.47 68.87 77.08 84.39 84.39
28 PROGRAM PENGELOLAAN |Prosentase % 27.00 31.56 5,705,336,050 37.97 6,275,869,655 44.37 6,903,456,621 50.78 7,593,802,283 57.19 8,353,182,511 57.19 34,831,647,119 | Bidang Pengelolaan

PERSAMPAHAN

penanganan sampah

Persampahan




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

" N Indikator Kinerja Data Capaian L
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) & Satuan pada Awal 2019 2020 2021 2022 2023 SKPD Unit Keja SKPD Lokasi
Sasaran . P Jawab
Kegiatan (output) Tahun
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Prosentase % 4.00 20 225 245 26.3 27.2 27.2
pengurangan sampah
28,001 |Operasional Penanganan Jumlah sampah ton 48,382 57,641.0 3,050,468,850 69,494.0 3,355,515,735 81,226.0 3,691,067,309 92,961.0 4,060,174,039 104,697.0 4,466,191,443 406,019 18,623,417,376 |Seksi Penanganan Pronojiwo, Candipuro, Pasirian, Tempeh,
Sampah tertangani Sampah Kunir, Yosowilangun, Rowokangkung,
Tekung, Lumajang, Senduro, Padang,
Sukodono, Kedungjajang, Jatiroto,
Randuagung, Klakah, Sumbersuko,
Ranuyoso, Gucialit, Pasrujambe dan
Tempursari
28,002 |Optimalisasi Pengurangan |Jumlah sampah ton 7,228 36,525.8 616,297,000 41,183.0 677,926,700 44,847.0 745,719,370 48,146.0 820,291,307 49,798.0 902,320,438 220,500 3,762,554,815 |Seksi Pengurangan Pronojiwo, Candipuro, Pasirian, Tempeh,
Sampah tereduksi Sampah Kunir, Yosowilangun, Padang, Tekung,
Lumajang, Senduro, Padang, Sukodono,
Kedungjajang, Jatiroto, Randuagung,
Klakah, Sumbersuko, Gucialit, Pasrujambe
dan Tempursari
28,003 |[Sarana dan Prasarana Jumlah pengadaan unit 42.0 40.0 2,038,570,200 35.0 2,242,427,220 36.0 2,466,669,942 34.0 2,713,336,936 36.0 2,984,670,630 181 12,445,674,928 |SeksiSarana dan Pronojiwo, Candipuro, Pasirian, Tempeh,
Sampah sarana dan prasarana Prasarana Kunir, Yosowilangun, Rowokangkung,
pengelolaan sampah Tekung, Lumajang, Senduro, Padang,
Sukodono, Kedungjajang, Jatiroto,
Randuagung, Klakah, Sumbersuko,
Ranuyoso, Gucialit, Pasrujambe dan
Tempursari
Jumlah pemeliharaan |unit 280 317 357 392 428 462 1,956
sarana dan prasarana
pengelolaan sampah
Meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA)
Pengendalian 54.17| 5420 54.40 54.60 54.80 55.00 55.00
Kualitas Air
k titik pantau %
pengendalian dengan kualitas air baik 25.00 27.78 47.22 62.50 76.39 90.28 90.28
kualitas air
Meningkatkan Indeks Kualitas Udara
Pengendalian (IKU)
. 84.14 84.15 84.35 84.55 84.75 84.95 84.95
Kualitas Udara
k titik pantau %
pengendalian dengan kualitas udara 51.28| 84.62 87.18 89.74 92.31 94.87 94.87
kualitas udara baik
29 |PROGRAM persentase % 2941 | 5299 1,232,412,000 | 64.71 1,655,000,000 |  76.47 2,005,000,000 | 88.24 2,387,500,000 100 2,750,000,000 100 10,029,912,000
PENGENDALIAN usaha/kegiatan yang
LINGKUNGAN HIDUP taat pada persyaratan
pengendalian
pencemaran air
persentase % 71.43 77.14 82.86 88.57 94.29 100 100
usaha/kegiatan yang
taat pada persyaratan
pengendalian
pencemaran udara
29,001 |Penataan Pengelolaan Jumlah usaha/kegiatan |usaha / 40 40 473,990,000 41 755,000,000 42 900,000,000 43 1,050,000,000 44 1,145,000,000 210 4,323,990,000 |Seksi Tata Lingkungan |Kecamatan Candipuro, Kecamatan Gucialit,
Lingkungan yang difasilitasi kegiatan Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Kedungjajang,
perizinannya Kecamatan Klakah.
Kecamatan Kunir, Kecamatan Lumajang,
Kecamatan Padang, Kecamatan Pasirian,
Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo,
Kecamatan Randuagung, Kecamatan Ranuyoso,
Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan
Sukodono, Kecamatan Sumbersuko, Kecamatan
Senduro, Kecamatan Tekung, Kecamatan
Tempeh, Kecamatan Tempursari, Kecamatan
Yosowilangun.
Jumlah Dokumen KLHS | Dokumen - 4 5 6 7 8 30
yang disusun
29,002 |Pencegahan Pencemaran Jumlah kasus kasus 13 5 195,841,000 6 245,000,000 7 350,000,000 8 437,500,000 9 550,000,000 35 1,778,341,000 |SeksiPenanggulangan |Kecamatan Candipuro, Kecamatan Gucialit,
Lingkungan lingkungan yang akan Pencemaran dan Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Kedungjajang,
ditindaklanjuti Kerusakan Lingkungan |Kecamatan Klakah.
Kecamatan Kunir, Kecamatan Lumajang,
Kecamatan Padang, Kecamatan Pasirian,
Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo,
Kecamatan Randuagung, Kecamatan Ranuyoso,
Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan
Sukodono, Kecamatan Sumbersuko, Kecamatan
Senduro, Kecamatan Tekung, Kecamatan
Tempeh, Kecamatan Tempursari, Kecamatan
Yosowilangun.
Jumlah Pembinaan & |usaha/ 60 60 61 62 63 64 310
Pengawasan PLH kegiatan




Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan dan
Sasaran

Kode

29,003

Program dan Kegiatan

Pemantauan Kualitas
Lingkungan

Indikator Kinerja
Program (outcome) &
Kegiatan (output)

Jumlah titik pantau
kualitas udara

Satuan

titik

Data Capaian
pada Awal
Tahun

20

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019

2020

2021

2022

2023

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD

Unit Keja SKPD
P Jawab

Target

35

Rp

562,581,000

Target

36

Rp

655,000,000

Target

37

Rp

755,000,000

Target

38

Rp

900,000,000

Target

39

Rp

1,055,000,000

Target

185

Rp

3,927,581,000

Jumlah titik pantau
kualitas air

titik

48

48

72

96

120

144

480

Jumlah titik pantau
kualitas tanah

titik

10

12

14

16

18

70

Seksi Pemantauan
Kualitas Lingkungan

Lokasi

Pasar : Pasar Ranuyoso, Pasar Klakah, Pasar
Baru Lumajang, Pasar Yosowilangun, Pasar
Candipuro, Pasar Tempeh, Pasar Pronojiwo,
Pasar Senduro, Pasar Padang

Jalan Raya : JI. PB Sudirman, JI. Kyai llyas, JI.
Raya Klojen, JI. Raya Jatiroto, JL. Raya
Sumbersuko, JI. Raya Randuagung, JI Raya
Sukodono

Tranportasi : Terminal Minak Koncar, Terminal
MPU, Stasiun Klakah

Tempat Wisata : Pura Senduro, Puncak B29,
Ranu Pane, Ranu Regulo, Ranu Bedali, Ranu
Pakis, Ranu Klakah, Alun-alun Lumajang, Alun-
alun Pasirian, Pantai Bambang, Pantai Watu
Pecak, Kebun Teh Gucialit

Perkantoran : Kantor Pemkab Lumajang
Rumah Sakit : RSUD dr. Haryoto

TPA : TPA Lempeni

Kecamatan : Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang,
Lumajang, Yosowilangun, Tekung, Tempursari,
Pronojiwo, Candipuro, Pasirian, Tempeh,
Sumbersuko, Senduro, Sukodono, Gucialit,
Padang, Jatiroto, Randuagung, Kunir,
Candipuro, Pasrujambe

Sungai : Asem/Laban, Curahmenjangan,
Mojosari, Biting (Kecamatan Sumbersuko,
Sukodono, Lumajang, Kedungjajang)
Biomassa : Ranuyoso, Yosowilangun, Senduro,
Tempursari

Kecamatan Senduro, Kecamatan Pasrujambe,
Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Klakah,
Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan
Pronojiwo, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan
Candipuro, Kecamatan Gucialit

Meningkatkan
Tutupan Lahan

Indeks Kualtas Tutupan
Lahan (IKTL)

88.21

88.28

88.48

88.66

88.91

89.16

89.16

tutupan lahan

tutupan
Lahan

%

7.00

14.00

34.00

54.00

74.00

100.00

100.00

30

PROGRAM
PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Prosentase luasan
lahan yang tertangani

0.54

1.79

1,979,836,500

2.79

2,177,820,150

3.79

2,395,602,165

4.79

2,635,162,382

5.79

2,898,678,620

5.79

12,087,099,816

Bidang Pemeliharan
Lingkungan Hidup Dan
PeranSerta
Masyarakat

30,001

Peningkatan Peran Serta
Masyarakat

Jumlah Kelompok
Masyarakat yang
memperoleh
Pembinaan LH

kelompok/
lembaga

12

585,415,500

20

643,957,050

27

708,352,755

32

779,188,031

37

857,106,834

130.00

3,574,020,169

Seksi Peran Serta
Masyarakat

Kegiatan Desa/ Kel Berseri :Desa
Karanganom (pratama) Desa Krasak (
Pratama)Desa Kraton ( Madya) Desa
Pasrujambe (mandiri) Desa Rowokangkung
(mandiri) Desa Pulo

Kegiatan Pembinaan Kalapataru : Desa
Klakah, Desa Sumbersuk,0 Kel Kepuharjo,
Desa Sidomulyo Desa Kedungjajang,
desa Pasrujambe

Adiwiyata: SMPN 2 Tempursari, SMPN 1
Pronojiwo, Mts Wakhid Hasyim Sukosari
Kunir, SMPN 1 Candipuro, SMPN 2
Sukodono, SMPN 2 Kunir, SMPN 1
Randuagung, SMPN 1 Rowokangkung,
SMPN 1 Jatiroto, SDN 1 Rowokangkung,
SDN 1 Curah Petung, SDN 1 Jarit
Candipuro, SDN 4 Sumberwuluh, SDN
Kebonsari 1 Yosowilangun, SDN Kebonsari
Sumbersuko, SMKN 1 Lumajang, MTsN
Lumajang, SMPN 1 Yosowilangun, SMPN 1
Lumajang, SMAN Klakah, SMPN 1 Tekung,
SMAN 1 Lumajang, SMAN Jatiroto, SN Pulo
1 Tempeh, SND Tompokersan 2

30,002

Pemulihan Kualitas
Lingkungan

Luasan lahan yang
dipulihkan

hektar

4.5

1,099,265,000

9.5

1,209,191,500

27

1,330,110,650

345

1,463,121,715

42

1,609,433,887

125

6,711,122,752

Seksi Pemulihan
Kualitas Lingkungan

Desa Kunir Kidul, Desa Padang, Desa
Ranuwurung, Desa Selok Anyar, Desa
Pandan Sari, Desa Selok Awar-Awar, Desa
Pandan Arum, Desa Grobogan, Desa
Sawaran Lor, Desa Kali Penggung, Desa
Kali Wungu, Desa Penanggal, Desa Bago,
Desa Kaliboto Lor, Desa Kunir Kidul, Desa
Merakan, Desa Barat, Desa Sukorejo, Desa
Gondoruso, Desa Burno, Desa Sari
Kemuning, Desa Jarit, Desa Banjarwaru,
Desa Sumber Wringin, Desa Wotgalih,
Desa Pagowan, Desa Pasrujambe, Desa
Tegal Randu, Desa Ledok Tempuro, Desa
Sari Kemuning, Desa Bulurejo




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
\ndikator Kineri Data Caai Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
" . ndikator Kinerja ata Capaian .
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) & Satuan pada Awal 2019 2020 2021 2022 2023 SKPD Unit Keja SKPD Lokasi
Sasaran . P Jawab
Kegiatan (output) Tahun
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
30,003 |Pelestarian Sumber Daya Jumlah kegiatan kegiatan 3 4 295,156,000 4 324,671,600 4 357,138,760 4 392,852,636 4 432,137,900 4.00 1,801,956,896 |Seksi Pelestarian Jogoyudan, Desa Klakah, Kepuharjo, Desa
Alam pelestarian sumber Lingkungan Hidup Sidorejo, Desa Sumberejo, Desa
daya alam Wonokerto, Desa Rowokangkung, Desa
Pulo, Desa Sumbermujur, Desa
Condro,Citrodiwangsan, Ditotrunan, Desa
Denok, Desa Gucialit, Desa Oro-oro Ombo,
Desa Jokarto, Rogotrunan, Desa
Kandangan, Desa Pandansari, Desa
Sidomulyo, Desa Penanggal, Desa
Padang, Desa Pasrujambe, Desa Kunir
Kidul, Desa Bades, Desa Kertowono, Desa
Bodang, Desa Tempeh Tengah, Desa
Selokanyar, Tempursari, Desa Grobogan,
Desa Sawaran Lor, Desa Kaliwungu, Desa
Ranu Wurung, Desa Kalipenggung
31 PENGELOLAAN RUANG Prosentase luasan % 7.32 7.5 6,030,322,800 8 8,267,105,580 8.5 7,414,726,638 9 8,139,549,802 9.5 8,926,855,282 9.5 38,778,560,102 | Bidang Pengelolaan
TERBUKA HIJAU Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau
Publik
31,001 |Pengembangan Taman Kota |Luasan taman RTH hektar 1763.64| 1766.81 4,938,704,400| 1775.63 5,432,574,840| 1784.45 5,975,832,324| 1793.27 6,573,415,556 1802.09 7,230,757,112 1802.09 30,151,284,232 |Seksi Pertamanan Pronojiwo, Candipuro, Pasirian, Tempeh,
yang dipelihara Kunir, Yosowilangun, Rowokangkung,
Tekung, Lumajang, Senduro, Padang,
Sukodono, Kedungjajang, Jatiroto,
Randuagung, Klakah, Sumbersuko,
Ranuyoso, Gucialit, Pasrujambe dan
Tempursari
31,002 |Pembangunan Sarana Jumlah bibit tanaman | bibit 7400 7400 225,123,400 7500 247,635,740 7600 272,399,314 7700 299,639,245 7800 329,603,170 38000 1,374,400,869 |Seksi Pembibitan Kabupaten Lumajang
Pembibitan yang dipelihara Tanaman
31,003 |Pengelolaan Jalur Hijau Jumlah pohon yang pohon 6123 6123 866,495,000 6223 2,586,895,000 6323 1,166,495,000 6423 1,266,495,000 6523 1,366,495,000 31615 7,252,875,000 |SeksiPenghijauan Kabupaten Lumajang
dipelihara Jalur Hijau
25 PROGRAM PEMBINAAN 300,000,000 2,530,000,000 1,588,000,000 1,649,300,000 1,714,230,000 7,781,530,000
LINGKUNGAN SOSIAL
25,026 |Penyediaan Sarana dan Jumlah sarana dan unit 3 3 300,000,000 4 330,000,000 5 363,000,000 6 399,300,000 7 439,230,000 25 1,831,530,000 |Bidang Pengelolaan |2 unit TPS dan 1 unit Transfer Depo:
Prasarana Pengolahan prasarana Persampahan TPS Sastrodikoro, TPS Panjaitan dan
Limbah Industri Transfer Depo Karangsari
Penerapan Sistem Jumlah unit yang lokasi - - - 68 2,000,000,000 72 1,000,000,000 81 1,000,000,000 97 1,000,000,000 318 5,000,000,000 |Bidang Pengelolaan Kecamatan Lumajang, Kecamatan Jatiroto,
Manajemen Lingkungan dibangun RTH Kecamatan Klakah, Kecamatan Tempursari
Bagi Masyarakat di
Lingkungan Industri
Pelatihan dan/atau Jumlah peserta orang - - - 10 200,000,000 12 225,000,000 14 250,000,000 16 275,000,000 52 950,000,000 |Sekretariat Bagian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sertifikasi Bagi Tenaga pelatihan Umum & Kepegawaian | Lumajang
Teknis di Bidang Lingkungan
yang Diselenggarakan Oleh
Instansi/Lembaga Resmi
yang Diakui Oleh
Pemerintah
JUMLAH 17,788,491,096 23,700,437,506 23,380,891,756 25,786,831,432 28,362,615,075 119,019,266,864




BAB VII
KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses secara
sistematis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Di dalam
Perencaraan Strategis harus memuat seluruh tujuan, sasaran yang terdiri
dari uraian dan indikator kinerja.

Adapun indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kondisi Kinerja Target Capaian Tiap Tahun Kondisi Kinerja
pada awal pada awal periode
periode RPIJMD RPJMD
2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indikator  tujuan: 54,17 54,20 | 54,40 | 54,60 | 54,80 | 55,00 55,00

Indeks Kualitas
Air (IKA)

Indikator sasaran: 33,3 33,3 50 66,6 83,3 100 100
% titik pantau
dengan kualitas

air baik

Indikator tujuan: 84,14 84,15 84,35 84,55 84,75 84,95 84,95

Indeks Kualitas
Udara (IKU)

Indikator sasaran: 51 89,7 92,3 94,8 97,4 100 100
% titik pantau
dengan kualitas
udara baik

Indikator  tujuan: 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1
Indeks

Pengelolaan

Sampah
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indikator sasaran: 43,96 51,56 60,47 68,87 77,08 84,39 84,39

% pengelolaan

sampah

Indikator  tujuan: 88,21 88,28 88,48 88,66 88,91 89,16 89,16

Indeks Kualtas

Tutupan  Lahan

(IKTL)

indikator sasaran: 7 14 34 54 74 100 100

% tutupan lahan

a.

Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik

Keberadaan kualitas udara khususnya wilayah perkotaan sangat
dipengaruhi oleh aktifitas transportasi akibat berkembangnya sektor
perekonomian dari industri, jasa dan perdagangan serta pendidikan.
Dengan meningkatnya sektor sektor diatas, peningkatan penggunaan
alat transportasi tidak dapat dipungkiri lagi akan dapat menurukan
derajat kualitas udara. Oleh sebab itu, kualitas udara perupakan salah
satu factor penting yang harus turut dijaga.

Persentase titik pantau dengan kualitas air baik

Air, terutama air sungai mempunyai peran yang strategis dalam
kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya diantaraya sebagai
sarana irigasi pertanian, industri bahkan sebagai sumber baku air minum
bagi beberapa daerah. Oleh karenanya kondisi kualitas air sungai
memiliki peran penting ditengah intervensi terhadap lingkungan seperti
pembuangan limbah industri ke badan sungai dan aktifitas manusia yang
mengakibatkan penurunan kualitasnya. Karena perannya tersebut, maka
sangat layak jika kualitas air dijadikan indicator.

Persentase pengelolaan sampah

Sampah merupakan hal yang tak bisa dihindari dari kehidupan manusia,
namun dapat dikelola. Pengelolaan sampah merupakan hal terpenting
dalam masalah sampah, melalui cara yang baik dan benar kita bisa

menekan dan mengendalikan jumlah sampah yang ada. Dikarenakan hal
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tersebut sampah merupakan indikator penting lainnya yang harus
diperhatikan.
d. Persentase tutupan lahan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem.
Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi
mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya
berbgai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, tutupan lahan (vegetasi)
memiliki peran penting yang harus turut serta dikendalikan.

Guna mendukung pencapaian indikator Kkinerja diatas, perlu
dukungan Program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sebagimana
berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Capaian Program: Terjaganya kualitas lingkungan dengan terkelolanya
sampah
1. Indikator Program: - Persentase Penangangan Sampah
- Persentase Pengurangan Sampah
Kegiatan: 1. Operasional Penanganan Sampah
2. Optimalisasi Pengurangan Sampah
3. Sarana dan Prasarana Sampah

2. PROGRAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Capaian Program: Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup
1. Indikator Program: - Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang taat pada
persyaratan pengendalian pencemaran air
- Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang taat pada
persyaratan pengendalian pencemaran udara
Kegiatan: 1. Penataan Pengelolaan Lingkungan
2. Pencegahan Pencemaran Lingkungan

3. Pemantauan Kualitas Lingkungan
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3. PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
Capaian Program: Meningkatnya sumber daya yang dilestarikan
1. Indikator Program: Persentase luasan lahan yang tertangani
Kegiatan: 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

2. Pemulihan Kualitas Lingkungan

3. Pelestarian Sumber Daya Alam

4. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
Capaian Program: Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
1. Indikator Program: Persentase luasan ruang terbuka hijau publik
Kegiatan:
1. Pengembangan Taman Kota
2. Pembangunan Sarana Pembibitan

3. Pengelolaan Jalur Hijau
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BAB VIII
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh
pemerintah daerah, rencana strategis (renstra) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar
bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode 2018-2023.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup memiliki kedudukan yang sangat
penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian
pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan memberikan arah, tujuan
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan.

Dengan berpedoman pada Renstra ini, pencapaian Kkinerja
pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas
Lingkugan Hidup merupakan bagian pencapaian kinerja yang akan
dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat
Lumajang.

Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Dinas
Lingkungan Hidup untuk bersama-sama melangkah secara harmonis untuk
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang dirumuskan dalam Rencana strategis ini. Pencapaian kinerja memang
bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan peranserta semua pihak secara

terus menerus untuk memenuhi harapan masyarakat.
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